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BUPATI KAUR 
PROPINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR 34 TAHUN 201S 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

Menimbang 

Menginga.t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M~ ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 10 
ayat (3), pasal 11 ayat (4), pasal 15 (3), pasal 17 ayat (3), 
pasal 21 ayat (7), pasal 23 ayat (3), dan pasal 25 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 18 tahun 2013 Tent.ang 
Retribusi Pcngendalian Menara Telekomunikasi, guna 
ketertiban dan kela-ncara.n pelaksanaannya perlu dibentuk 
peraturan pelaksanaannya ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petuujuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomu nikasi. 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa:r Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Momor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Tndenesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 2828) . 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 1:981 
Nomor 76., Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 3209). 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara RepublJk Indonesia 
Tahu.n 1999 Nomor 154, Ta_mbahan Lembaran Negara 
Rej:>ublik Indonesia Nomor 3881). 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Ba,ngunan 
Gedung (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

6 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabup,':lten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nornor 4266); 
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8. Undang0 Undang No.mor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724) ; 

10, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Te,rbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 756} ; 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembarm Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahon 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal-\un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587) sebag~mana telah diubah beberapa kali terakrur 
dengan lfndang-Undang Non1or 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua At.as Undang-Urrdang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581 'Tambahan 
Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuongan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15.. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran .Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor {65, Taril.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Un1san Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Pcraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 
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18. Peratun:m Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Pen:yelenggaraan TelekCJmunikasi (Lemhamn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PR:f/M/2007 
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 

20. 

21. 

Peraluran Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 02/ 
PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangµnan 
dan Penggunaan Menara Be.rsama Telekomunikasi; 

Peratura:n Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tcntang 
Organisasi Perangk.at iDaerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagai.mana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tabun 
2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur 
(Lembaran Daerab Kabupaten KaurTahun 2013 Nomor 196). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI .KAUR TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa.all 

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
dimaksud dalam Undang Unda ng Dasar Negara 1945 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRO adalab 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. 

4. Bupati adalah Bupati Kaur. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah SKPD yang membidangi informasi 

dan telekomunikasi, sebagai pemungut retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi 

6. Kepala SKPD adalah kepala SK!PD yang membidangi informasi daii 
telekomunikasi, sebagai pemungut retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usa.ha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha rnilik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta 
bentuk badan lainnya. 

8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kaur. 
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri s.ipil yang ditunjuk dan diberi 

tugas tertentu dibidang -pembinaan, -pengawasan clan pengendalian 
pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Kaur 

~----~~ · ga n pera turan perundang-undangan yang berlaku. 
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10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabk:an barang, fasilitas, aitau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau 13adan. 

11 . Penyelenggara telekomunikasi adalab perseorangan, koperasi atau badan 
usaha milik daerah, badan usaha milik Negar.t, badan usaha swasta, jnstansi 
pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara yang 
menyelenggara.kan kegiatan telekom,unikasi. 

12. Menara telekomunikasi yang selanju.tnya disebut menara a,dalah banguna n 
untulc kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang 
merupa.kan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang 
diperguna.kan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa 
rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal 
tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruks.inya disesuaikan seJ:>agai 
sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 

13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, 
badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola 
menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

14. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang diguna.kan secara 
bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untulc kepentingan orang pribadi atau badan. 

16. Retribusi ,Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/pelayanan yang disediakan 
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk ntjuan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

17. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat 
disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
pcngawasan, pengendalian, pengecekan, dan _pemantauan terahadap 
perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan 
poteosi kemungkinan tirribulnya gangguan atas berdirinya menara 
telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan terkait. 

18. Wajib retribusi adalah orang pribadii a tau badan yang menurut perundang­
undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk mela.kukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yang t.erutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai 
pengawasan penyetorannya. 

20. Masa Retribusi adalah jangka wa.ktu tertentu yang merupakan batas wa.ktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah 
Daerah. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terrutang. 

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
sur.at yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Um um Daerah atau ketempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan retribusi yang tertutang at.au tida.k seharusnya terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan ta.gihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda .. 

25. Kedaluarsa adalah suatu alasan unttik dibebaskan dari kewajiban untuk 
me1akukan pembayaran retribusi dengan lewatnya "1Vaktu tertentu dan 

_ ___ __,d.,e.._n=an=-_t"'ie.rpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
i!KRH.Rl~T OAfRAltleffl~litti undangan. 

B~ C l il N l'f iJ l(UM 

PARAF 



'· ' 
. . ' 
' ' . ' 

• 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau ketera.J;1gan lainnya untuk menguji kcpatuhan 
pemenuhan kewajiban dan unruk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perudang-undangan I'C;?tribµsi . 

27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah scrangkaian tinda kan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangka.nya. 

28. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan 
badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), 
_y?Ilg menjalankan usaha di kabupaten Kaur, baik sebagai kantor pusat 
maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan. 

BAB,ll 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk 
pelaksanaan bagi Pcmerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan 
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

(2) Tujuan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah : 
a. mengendalikan pemanlaatan ruang di daeFah yang diperuntukkan bagi 

penyelenggaraan menara telekomunikasi agar sena.\:iasa sesuai dengan 
keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsure estetika. 

b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

BAB lil 
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 

BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 3 

Prinsip dal.am penetapan struktur dan be·sarnya tarif retribi.lsi didasarkan pada ; 
a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, 

pengecekan, dan pemantauan terhadap periz,inan menara, keadaan fisik 
menara, dan potensi kem-ui.gkinan timbulnya gangguan atas berdirinya 
menara; dan 

b. pembiayaan penanggulangan keam.anan dan kenyarnanan, biaya 
perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan 
ruang dan pemulihan keadaan . 

.Paaal 4 

(1) Tarif retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari Nilai 
J-ua1 Objek Pajak (NJOP) berdasarkan parameter sebagai berikut : 
a. k etin"o-ian banmman menara telekomunikasi. berdasarkan 

PARAMETER NILAI 1%1 
0-25 meter 1 
25 -50 meter 1,5 

51 meter kealas 2 

b. berdasarkan pola ruang wilayah (jenis kawasan berdasarkll,n peruntukan) 

PARAMETER NILAI 1%1 
Kawasan non permukiman (hutan, 
pertanian, perkebunan, perikanan, 1 

!iURcfARIAT CAe~l'lH K:iov 
bangan, industrv dan nariwisatal 

!l-AG l ~ N HUI\ U !,1 

H LAH OIPRC~f~ PARA T-
,,m:Lm i<~SE!,,.'.RA!'' . 

~ -···~·· 



' ,, ·. , .. 

• 

PasallO 

(1) Bupati daloilll jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebae:airoana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan 
harus diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya r:etribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal 11 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabullka.n sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitwig sejak bulan 
pelunasan sampai dengan dit-erbitkannya SKRDLB. 

BAB VIII 
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pual 12 

(1) Wajib retrib.usi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan 
pembeba.san retribusi kepada Bupati. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (l) harus di ajuka.n tertulis kepada Bupati dengan 
tembusan Kepala SKPD disertai dengan alasan-ala:san yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabka.n. 

(3) Pemohon sebagimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut : 
a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 
b. alamat wajib retribusl pengendalian menara telekomunikasi; 
c. NPWR (Nomor Pokok Wajib RetribusiJ; 
d. ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 
e. ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 

Pual 13 

(1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala SKPD 
mela.kukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan 
tersebut dengan melibatkan SKPD/instansi terkait. 

(2) SKPD/instansj terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
SKPD/iristansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan 
mena.ra telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan. 

Pasal 14 

fl) Dalam ha! penetapan pemberian pengurangan , keringanan retribusi denga_n 
mempertimbangkan aspek -sosial,. ekonomi , maupun lingkungan wajib 
retribusi. 

(2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai 
berikut : 
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a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah 
melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 
bail<; 

b. aspek ekonomi adalah penyelengga.ra mena:ra telekomunikasi dalam 
memenuhi kewaji:ban pembayaran retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi tepat waktu ; 

e. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah 
menyediakan ruang terbuk:a hijau. 

Pasal 15 

(1) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi ditentukan sebagaimana berikut : 
a. pembangunan menara telek omunikasi baru, tidak dapat diberi 

pengurangan, keringanan maupun pembebasa:n. 
b. pemberi_an pengurangan atau keringanan minimal usia menara 

telekomunikasi 10 (sepuluh) tahun dan ma.ksimal berusia 15 (lima 
betas) tahun. 

c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua 
puluh persen) dari SKRD. 

(2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan 
retribusi pengendalian menara telekomunik:asi. 

Pasall6 

Pembebasan retribu si pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada 
penyelenggara mehara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk 
kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati. 

BABIX 
TATA CARA PBNGEIIBALIAN KELEBIHAN PEIIBAYARAN RETRIBUSI 

Paaal 17 

(1) Atas kelebih.an pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang. 

(2) Permohonan sebagaimana di.maksud pada ayat ( l) diaju.kan kepada Bupati 
melalui Kepala SK.PD dengan dilengkapi persyaratan sehagai berikuJ : 
a. SKRD; dan 
b. tanda bukti setor retribusi. 

(3} Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam} bulan sejak diterimanya 
permohonan pengemba1ian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (11 harus memberikan keputusan. 

(4) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (31 telah Iewat dan 
Bupati tidak meml:>erikan keputusan , permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 
da1amjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(5) SKRDLB disampa.ikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujult) bulan 
sejak tanggal diterbitkan. 

Pasal 18 

(1) Ber<iasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan 
pembayaran retribusi kepada Kepala SKPD. 

(2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi !ainnya, kelebiban 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dabulu hutang retribusi dimaksud. 

(3) Pelunasan hutang t'etribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
-----.tt UR engan memindabbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan 
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kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan 
sebagai bukti pembayaran atau kompensasi ata:s hutang retribusi dimaksud. 

(4) Dalam ha! waji:b retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau 
t1:rdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (3), maka KepaJa SKPD atas nama Bupati melakukan 
pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam 
waktu paling Jama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bu pati atau 
peja bat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 
perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan re tribusi. 

8ABX 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 19 

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang 
ditetapkan paling lama 30 (tiga pu.Duh) hari kerja setela b saat terutangnya 
retribusi. 

(2) SK.RD, STRD, su rat keputusan pembetulan, sw-at. kepu tusan keberatan, 
dan p u tusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang hams 
dibayar bertambah merupakan d!asar penagihan retribusi dan harus 
dilun_asi dalatn jangka wakltu paling lama l (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 

(3) Apabila d alam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya t 
(2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat 
teguran. 

(4) Surat teguran sebagaimana dimak$ud pada ayat (3) disampaikan kepada 
wajib retribu:$i paling banyak 3 (tiga) ka1i dengan ma5a tenggang untuk 
masing~ma sing s urat teguran selama 1 (satu) bulan. 

8ABXI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 

KEDALUWARSA 

Paaal 20 

• (1) Piutang retribusj yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan. sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan. 

(2) flak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) apabila rembusi yang terutang telah melampaui 
waktu 3 (tiga) tahun . 

(3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah Ya.t:lg 
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan dengan 
Keputusan BupatL 

BABXll 
TATA CARA PEIIIERIKSAAN RETRI8lJSI 

Pasal21 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuban kewajiba.n retribusi dalam rangka melaksanakan peraruran 
perundan g-undangan bidang retribusi. 

(2) Pemeriksaao retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. wajib dilakuka n dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain pennohonan 
S!~RETAP.IAT OA£RAH K/.BU~A keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan 

BAGIA N HU KUM 

T::t.JHI OU'P.C~ES ~A! PAR.AF 

j 
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kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang 
mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi. 

b. dapat dilakukan c;lalam hal : 
1. wajib retribusi mengajukan kebetatah retribusi ; atau 
2. terdapat indikasi kewajiban r,etribusi yang tidak dipenuhi. 

PaaaJ 22 

(1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa. 
(2) Tim perneriksa sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) terdiri dari seorang 

ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim. 
(3) 'rim pemeriksa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati. 

Pa.a.123 

(1) Dalam rangka pemeriksaan retrlbusi, kepada wajib retribusi disampaikan 
surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi. 

(2) Contoh format surat pcmberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam La.mpiran VT yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati inl. 

Pasal.24 

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan 
kepada wajib retribusi. 

(2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana 
dimaksud padl:i. ayat {l) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah 
ditentukan dalam surat panggilaru dalam rangka pemeriksaan retribusi 
c;iengaI) m.embawa buku, catatan, dan/ atau dokumen yang diperlukan oleh 
pemeriksa. 

(3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) berupa fotocopi, maka wajib retribusi harus membuat surat 
pemyataan yang menyatakan bah:wa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya. 

(4] Dalaro hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopinya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retrlbusi diberikan bukti peminjaman. 

(5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhl panggilan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang 
ada pada bendahara penerimaan. 

(6] Formulir surat pangilan kepada wajib retribul:li sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Pa.al 25 

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi. 
(2) Laporan basil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar 
penerbitan : 
a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar ; 
b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang 

setelah diterbitkannya SKRDKB ; 
c. STPD, apabila retribusi yang ten.itan,g tidak atau kurang bayar, terdapat 

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah 
hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau 
bunga; 

d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar temyata lebih besar 
jurolab retribusi yang terutang ; atau 



e. SKRDLB, apabila jumlah retribusj yang dibayar temyat.a lebih besar 
daripada jumlah retribusi yang terutang atau cliulakuk:an pembayaran 
retribusiyang tidak seharusnya terutani; atau 

f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribus.i 
yangdiiakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan 
wajib retribusi. 

(3) Contoh format laporan basil pemeriksaan retnbusi sebagaiinana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB XII[ 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan Bupati inJ mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang m engetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcra,turan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal -2:i. .JUni 2015 

Diundangkan di Bintuhan 

SE~REIARIAT D~ERAH1<A8L'P! TEII Kl.UR 
DAG I /\N 1-tO X UM 

1Ctr.ti PIP ~OSt~ ;<A~, I ?1\ R,4.r: 
Cl ff:' ... ll xrn1:,;.i~il.l,: 

pada tanggal 2 3 J u 11: 2015. 

SEKRET . S DAERAH 

I 
NANDAR MUNADI, S. Sos. 
Pembian Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

BUPATl~URr 

7 HERMEN MALIK 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR .f.?,J 
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LAMPIRAN r: PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : .?'I TAHUN 2015 
TANGG..U, : .2 :i .:)l 1ni 2015 

PERHITIJNGAN BES.ARAN TARD' RETRIBUSI 

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 penghitungao tarif retribusi ditetapkan 
berdasarkan parameter zonasi persebaran mcnara, jenis penempatan menara, 
pengguna menara dan kepadatan penduduk sekitarnya, dengan tarif yang 
ditentukan paling tin ggi 2% (dua pei:sen) dari nilai jual objek pajak yang 
digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara 
telekomu n ikasi, untuk sebuah menara telekomun.ika.si : 
► ketinggian 72 M, 
► di Greenfield kawasan permukiman perkotaan, dan 
► dipergunakan oleh 1 (satu) operator telco, 
maka perhitu ngan tarif ret:r.ibusinya adalah sebagai berikut : 
(2 + 2 + 1) : 3 x 100 % • 1,_67 %. Dari NJOP. 

Dengan demikian tarif retribusi adalah ll,67% x NJOP = 1,67% x 
Rp. 298.581.625,-.= Rp. 4.986.313 ,-
(empatjuta sembilan rutus delapan puluh enam tiga ratus tigabela.s rupiah) 

Catatan : Jika belum ada penetap an NJOP dari Kantor Pajak Pratama Maupun 
SKPD yang membidangi NJOP yal'!,g digunakan Masih mengacu kepada 
SE Dirjen Paj ak: Nomor SE - 17/PJ-6/2003 dengan ancilisis CRN (Cost 
Rep rodulction New) yang belum diupdating. 

BUPATl~UR r 

~ 
?BERMENMALIK 
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 2 ~ TAHON 2015 
TANGGAL : ;1.2 :;x,,ni 2015 
................. _ ................................................ _ .............. -

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 
(SKRD) 

l'EMER!NTAH KABllPATEN KAUR SKRD NAMASKPD ........................ 
NomorUrut 

(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) I I I I I 
Alamat: ...... .•...................... Masa Pajak: 

··············· .. , ......... ....... 
Tahun .... ............ . 

Nama : 
Alamat : 

I NPWRD I I I I I I I I I I 
Tanggaljatuh tempo: 

NO KODE REKENllfO JEIIIS PAJAK DAERAB JUMLABrRnl 

Jumlah keterum ookok ru1iak 

Jumlah sa.nksi : a. b1.m2a 
b.kenaikan 

Total /iumlah keseluruh.an 

I Oen.=n huruf I 

PERHATIAJf 

I I 

I. Harap penyetoran dilaJmkan melalui BKP a.tau kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan 

2. 
denganmenggunakan SuratKet.etapan Reln"busiDaerah ( SKRD 1. 
Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wal(tunya atau kunmg membayar, 
dikenakan aanksi administratif berupa. bu.oga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
Retribusi yang terutang yang tidak a.tau kurang dibayar. 

SEKRHA.11~1 D~EfAH KA!O'~THI KAUR 
8 ACIAtl Hl; \\\lr-.1 ~ -p,,,-, ,-~A-r-e-l, Tf:LAU 01 i'F.0SL <,, .._ 

CITfllfl iE6C'M.fv'.·l 1::'Ji 

KEP ALA SKPD .............. . 

NIP. 

BUPATI KAUR' 

,,HERMENMALIK 
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LAMPIRAN IIl : PERATURAN BUPATI KAUR 
NOM0R : 2~ TAHUN 2015 

• TANGGAL : .2.;. Jun, 2015 

-·-------------------------------- --------
FormatSTRD 

SURAT TAGDIAN RETRIBUSI DAERAH 
ISTRDl 

~ 
STRD 

PEMERIN'l'AH J<ABllPATEN KAUR 
(Surat Tagihan Retribus, Uaerah) NomorUrut 

I I I I I I I NAMASl<PO ... ...... .......... ....... . Masa pajek: ,., .................... .... .. 
Tanun ............................. 

Nama .... >-••· ···· ..•.....•........• '.' ...... 
Alamat . ····································· 
I NPWPRD : j I I I I I I I I I 
Jatuh tempo . ············ ··••·••·················· 

1. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian. dan / atau 
oemeriksaan atau keternJJPWl laun atas - Jaksanaan kewajiban : 

I Kode Rekening Retribusi 

Nama Retribusi : ....... ... .......................... .. ... ......... 

11. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih 
barus dibayar ad.alah se~ai berikut: 
t. Retribusi yang kurang diooy"r Rp . ........ .. . .... ... ..... ................. 
2. Sanksi Adminfatrasi : 

Bunga ( Ps. 5 ( 8 ) Rp . . ................... . .. ............... .. 
3. J umlah yang masih h arus dibayar ( 1 + 2a ) Rp ...... ... ......... ........... ... ...... ... 

Dengan huruf ( ..... ....... .... .... .... ...... ·· ··· ···· ············ ··· l' ····· · · .. ·· ···••1.o••··· ··· · ··· ··, 

PERHA.TIA.N 
I. Harap penyetoran dilakukan rnelalui BKP atau Kas Daerah melalui Bendahara 

Pcnerimaan. 
2. Apabila STRD ini tidak atau Ku.rang Dibayar setelah. lewat waktu paling lam.a 30 hati sejak 

STRD ini diterima dikeoakan sanksi administrasi bernpa bun~sebesar 2% per bulan. 

I Bintuhan, ...... ... .. ................ .. . 
KEP ALA SKPD ..•.......•...•.... .... 

NIP. 

BUPATl~URr 

~ 
f HERMEN MALIK 
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F~nnat Surat Tegu.ran 
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LAMPIRAR' IV : PERATURAN BUPATI KAUR 
N0M0R : J4 TAHUN 2015 
TANGGAL : ~ Duni 2015 

PEMERIRTAB KABUPATEN KAUR 
Nam.a SK.PD . ... ........ ....... . .. ............... ... ..... . 

Alam.at JL. .. .. ......... .... .. .... ........... ................. . 

Bin tuhan, .................. 2015 
Kepada Yth. 

di .................. .. ............... ......... ., .. ... . 

SURAT TEGURAH 
Nomor : ... ....... ..... ... ... ...... . 

ti Menui.-ut pembukuan lea.mi, hingga ~t ini saudara masih mempunyai tunggakan 
retribusi *) sebagai berikut : 

JENIS TAHUl( NO/TGL STRD 
JGJATUB JUMLAB 

RETRJBUSI TEMPO TUNGGAKAN Rp. 

Jumlah 
Dengan huruf ( .. ...... .. .... .. .. ........ . .................... ........... .. ....... . ....... ) 

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi j,umlah tunggal<an dalam 
waktu 7 ( tujuh l hari setelah tanggal sur.tt teguran ·ini. 
Dalam bal saudara telan melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara sege.ra 
melaporkan kepada Kepala Oinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatillk Kabupaten Kaur. 

Bintuhao, .... .. ..... .... .. .... .... .. .......... 2015 
KEP ALA SKPD . ..•..•..... .•••..•.. 

---·-···-·······---·----
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 3"1 TAHUN 2015 
TANGGAL : .:J:l ;Juni 2015 

FORMAT SURAT TANDA SETORAN 
Lembar I unt.uk Pemilik/Penyedia Menara 
Lembar II untuk SKPD ybs. 
Lembar III untuk BKP 

Setoran Tahun 

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
NAMA. SKPD •.••••••..•..•.••.•..••.•. . 
ALAMAT ••••.••••••••••••••••••.•••••.• 

SUR/IT TANDI\ SETORI\N 
Nowor : ....... ................... . Tan · 

·················· ······· · . · ···················~---··· 
Rekening Nomor: ••U••U••········--·--···· 

Harap menerima uang sebesar Rp ....................................... . 

Pcnyctoran dilakukan 

e Dengan huruf( ................................. ................................... ) 

NO KODEREKE~G 

Bulcti Transfer Bank diterima 
Tanggal 

( ....... .. ........................... ) 

URAL\N RllfCIAN OBJEK JUMLAHIRn• 

---· .. - ' ..• . ... .. 

8intuhan, ............. .. 
Kepala SKPD ............ . Bend. Penerimaan/PengeluA rAn 

( .................................. ) ( .......................................... 1 

BUPATI KAUR' 

~ 
,,HERMEN MALIK 
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LAMPIRAN VI : PERATUI 
NOMOR 
TANGGAJ 

......... -........ .. 

FORMATSURATPEMBERITAHUANPEMERIH 

PEMERINTAH KABuPATEN l 
NA.MA. SKPD . .................... . 

JL. 
··············································· ·· 

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSA 

I NPWRD *) 

Nomor: ...... ............ .. . 

I I 11 I □ 
Bintuhan 

Kepada Yth. 

di . ........ .... .. .. .. .. . 

Oiberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara N 
tartggal .. ..... ......... ... .... .. .. .. , Prihal Retribusi .......... .. ............ .... .... pe, 
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengk, 
i:nenerima surat ini ; 
1. ········· ·· ········ ········ ... , ..... ,. , ......... . 
2. ········· ··················· ··· ····· ·· ·•· ···· ····· 
3 • ..... ................ ... ..... ...... ..... ... .......... 

Demildan untuk diketahur dan dimaklumi. 

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 
1. Bupati Kaur 
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur. 

KEPI\LAS 

NIP ...... .. . 

BUPATII 

~ 
?HERMEN : 

~-··•··----• ....................... -, ............ .............. , ................ ..,.,,n 11111111n 111u·nn11n,rn 
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I NPWRD *) 

Nomor 

LAMPIRAN Vil : PERATURAN BUPATJ KAUR 
NOMOR : 3'l TAHUN 2015 
TANGGAL : .22. -'t/11; 2015 

-------------------------------------------

FORMAT SURAT PANGGILAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
RAMA. SKPD ..••••...•........................ 

AlamatJL. . ......................................................................... . 
SURAT PANGGILAN 

I I I I I I I I I I I I I I 
Bintuhan, .... .............. . . 
Xepada Yth. 

• • • • • • • • • • •••••• I •••••••••••••• • •••••••••••• 

di 

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara 
..... .......................... Nomo, ................ ......... ... Tanggal ................................. , 
perihaJ retribusi .................. .............. perlu proses lebih lanjut. 

Sehubungan dengan hal tersebut dibarapkan saudara mengbadap ............ .... di 
............... untuk melengkapi sebagai be.rilrut : 

1. t IO I I IO O O O I I O I It O 1f1 1 1 I t ~ ' o o o o o o o 'o' • • ' • o 

2 . .................................... ... .. 
3 . ......... ... ......... .................. . . 

Demikian atas perhatian dai;1 kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Sf.11.ReTJlR!AT OJIE.~t.U 1<.Ae;t,:Pi\TE-N KAUR 
A A G r r. M Ii I } K u :: IT-;_- .. --~ 

[•, j ·-

KEPALA SKPD ....................... , 

-------------------- -
N1P. 

}HERMEN M.U,IK 
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Nomor 
Uunpiran 
Perihal 

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KAUR 
N0;M0R : 2', TAHON 2015 
T ANGGAL : .12. ,3ul\~ 2015 

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
NAMA SKPD ................................ . 

Alamat JL. ··········································•··•·····•··· ·····~······· 

Bintuhan, ... ......... ...... ... . 
Kepada Ytb. 

: Laporan Hasil Pem.eriksaan 
di-

Berdasarkan Surat Tugas Pemenls:saan Nomor ........ . .................. . Tanggal 
. .................. Kami telah membukukan Pea1eriksaan lapangan terhadap : 

NO N.UU., ln'WPRD DAN ALA.MAT 
Oblek clann Tn•uan 

Pemeriksaan 
Nomor Lamplra.u Ca.t&ta.u. 

-

-
AdapUn hasil pemeriksa.an yang kami lakukan terlampir. 
Dcmikian untuk menjadi maklum atas perhatiaannya, diucapkan terima kasih. 

KEPALA SKPD ........... . W AJIB RETRIBUSI PEMERIKSA 

NIP. 

'Jll<.RErn..~1,-.r !)~l.f'AII ,t:1i'V~,'i.tt:1 KMR 
r. 1\ G 1 !\ M t< LI 1'<. IJ ~1 

·-;w,H~tOSE~ o;<N Pt\RAF 
OttilHl M:t·,;.RAm,·Y 

NIP. 

BUPATl~URr 

~ 
,HERMEN l'tlALlK 
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